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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Responding  the challenges of globalization and optimize public services delivery, the employees placement must be based on competencies and qualifications required. One way to make this happen is by utilizing Human Resources Management Information System (SIMPEG) in employees placement. Purpose: This research focuses on three matters: how the implementation of SIMPEG in employees placement; factors that impede the implementation of SIMPEG in employees placement, and ;efforts made to optimize the utilization of SIMPEG in employees placement. Method: This research is a descriptive qualitative research with purposive sampling method in determine the informant. The data were collected through interview technique, observation and documentation. Result: The implementation of SIMPEG in employees placement in the Agency of Staffing and Human Resources Development of Sitaro Islands Regency is in accordance with applicable standard procedures. Conclusion: The results indicate that: the factors that impede the implementation of SIMPEG in in employees placement in the Agency of Staffing and Human Resources Development of Sitaro Islands Regency  are: lack of understanding and awareness of employees in completing responsibilities, unstable internet network and geographical conditions; The efforts made to optimize the utilization of SIMPEG include: Leaders are examples in carrying out their responsibilities, conducting training on SIMPEG and establishing cooperation. 
Keywords : Implementation, Human Resource Management Information System (SIMPEG), employees.


ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Menanggapi tantangan globalisasi dan upaya memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan pegawai. Tujuan: Penelitian ini berfokus pada tiga hal yaitu: bagaimana pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan pegawai; faktor yang menghambat pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan pegawai; dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan SIMPEG dalam penempatan pegawai. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling dalam penentuan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi and dokumentasi. Hasil/Temuan: Dalam  penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi SIMPEG dalam penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro antara lain: kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawab, kendala jaringan internet yang tidak stabil, dan kondisi geografis; dan  upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan SIMPEG antara lain: Pimpinan menjadi contoh dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, mengadakan pelatihan mengenai SIMPEG, dan menjalin kerja sama.  Kesimpulan: implementasi SIMPEG dalam penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Pegawai.


I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 
Dalam menghadapi pembangunan dan pertumbuhan digitalisasi saat ini pemerintah didorong untuk terus berkembang dalam mengatur dan memperbaiki keberlangsungan sistem manajemen bagi pegawai dan menujukan produktifitasnya dengan memungkinkan pemerintah dapat memaksimalkan kinerja di bagian kepegawaian. Proses pengumpulan data pegawai sangatlah penting bagi suatu instansi atau organisasi pemerintahan guna pembaharuan dan peningkatan pegawai dalam mengurus beberapa cakupan kepegawaian dimana kepegawaian itu sendiri meliputi pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemindahan (mutasi), kenaikan pangkat dan golongan, daftar urutan kepegawaian (DUK), kenaikan gaji, juga data pensiun yang mencerminkan produktifitas dari pemerintah untuk melengkapi administrasi kepegawaian. Dalam pengolahan data sering kali terdapat permasalahan diantaranya dengan meningkatnya jumlah pegawai akan mengakibatkan proses yang panjang dan akan memerlukan waktu relatif lama menjadikan produktifitas dalam pengumpulan data kurang berjalan dengan maksimal, maka pemerintah dituntut untuk bekerja dan perlu adanya tindakan pembaharuan dari sistem pengumpulan data. Diketahui bahwa data yang diberikan oleh pegawai haruslah data yang terkini. dikarenakan ada beberapa keluhan yang sering timbul di dalam kepegawaian mengenai kurang akuratnya data yang yang dilandaskan dengan pemberian informasi yang salah atau kurangnya waktu dalam pengisian data serta pengetahuan dalam pengisian informasi secara digital. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Merupakan suatu sistem aplikasi yang dipergunakan dalam mengumpulkan setiap data dari pegawai suatu instansi pemerintahan yang diperlukan agar lebih mudah dalam mengolah jika suatu saat data tersebut diperlukan dan akan dan dapat mendeskripsikan data tersebut secara utuh sesuai yang diberikan oleh pegawai. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagaimana hasil observasi pengamatan melalui dokumentasi dalam http://bkpsdm.sitarokab.go.id/tupoksi/ merupakan dari instansi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten kepulauan sitaro yang membidangi kepegawaian memiliki kewajiban membantu Bupati untuk menyusunan dan merealisasikan program manjemen ASN. Dengan jumlah pegawai yang banyak, yang mengharuskan perlu ada sistem pengolahan informasi kepegawaian dengan sistem manajemen yang dilaksanakan dengan baik sehingga kebutuhan data pegawai dapat terpenuhi dan keberlangsungan pekerjaan dapat berjalan dengan efisien sebagai mana mestinya.  Penggunaan SlMPEG menjadi pilihan  pengganti dalam mengatasi masalah yang ada di pemerintahan salah satunya dalam penempatan pegawaiPenempatan pegawai di Kabupaten Kepualuan Sitaro saat ini sudah berjalan dengan semestinya tapi perlu adanya pengembangan dalam dalam pengolahan data pegawai sehingga ketika ada pegawai yang pensiun atau ada posisi yang kosong dalam jabatan maka akan bisa diisi dengan cepat dengan orang yang tepat.

1.2.  Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro, pengumpulan data PNS secara online di aplikasi MySAPK BKN dimana data terbaru dari pelaksanaannya telah rangkum 50% data dari seluruh pegawai negeri sipil di Kabupaten Kepulauan Sitaro. beberapa kendala dalam pengumpulan data yang dilaksanakan diantaranya : Kurangnya pemahaman mengenai cara pengisian data melalui website dikarenakan kebanyakan belum paham cara mengakses sistem pengumpulan data secara online; Letak geografis dari Kabupaten Kepulauan Sitaro  yang beberapa wilayahnya sulit dijangkau dan tidak adanya akses jaringan internet; Adanya kebijakan work from home yang mengharuskan pegawai yang tempat tinggalnya tidak ada jaringan internet  pergi ke kota atau tempat yang bisa mengakses jaringan internet.

1.3. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks SIMPEG  maupun konteks Penempatan Pegawai.  Penelitian Aullia Reza Utami dan Nurhadianto dengan juduI Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk MemaksimaIkan  Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SlMPEG) DaIam Penempatan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi KaIimantan Barat (Utami dan Nurhadianto, 2017), menemukan  bahwa upaya dalam memaksimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian dalam menempatkan PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sanggau sejalan dengan dasar hukum dan SOP yang berlaku. Adapun faktor penghambat yang ditunjukan selama penelitian  dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi kepegawaian (SIMPEG) yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengaplikasian SIMPEG, kurangnya Sumber Daya Teknologi dalam pengaplikasian SIMPEG, dan kurangnya kualitas data yang terkumpul akibat banyaknya PNS yang belum mengumpulkan data menjadikan banyak proses pembaharuan informasi pegawai tertunda. Kedua yaitu Penelitian Tera Saputra dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SlMPEG) DaIam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada PDAM Tirta Kencana Samarinda (Saputra 2017:334). Saputra menemukan terdapat pengaruh yang relevan mengenai pemanfaatan Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian terhadap peningkatan kinerja pegawai pada PDAM Tirta Kencana Samarinda. Terdapat beberapa kendala mengenai pelaksanaan SIMPEG yaitu adanya faktor cuaca yang menyebabkan jaringan wireless yang kadang terputus mengakibatkan mesin fingerprint tidak tersambung dengan absensi dalam SIMPEG. Juga sering adanya pemadaman listrik mengakibatkan mesin finger print yang masih menggunakan jaringan listrik tidak dapat terhubung dengan sistem absen di SIMPEG. Penelitian yang ketiga dari Afif Syarifudin Yahya. dengan judul “Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SlMPEG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Propinsi KaIimantan Barat. (Yahya,2017), Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat kesimpulan antara lain  pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantar Barat sudah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan dasar hukum dan SOP yang berlaku. Beberapa kendala dalam pelaksanaan SIMPEG mengenai penempatan PNS yaitu kurangnya SDM dalam pengoprasian SIMPEG, Sumber Daya Teknologi dalam pelaksanaan SIMPEG berupa sarana prasarana yang sepenuhnya belum terpenuhi juga kurangnya data yang berkualitas dan pembaharuan data dari PNS.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah 
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan mengenai implementasi SIMPEG dalam dalam penempatan pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro provinsi Sulawesi Utara. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat terjadi melalui 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.



1.5. Tujuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi SIMPEG dalam dalam penempatan pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif dan dan menggunakan pendekatan dengan cara induktif. Penulis mengumpulkan data melaui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari kepala BKPSDM, sekretaris BKPSDM, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan lnformasi, Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan lnformasi Kepegawain, dan Staf Bidang Pengadaandan, Pemberhentian dan Informasi. Adapun analisisnya menggunakan teori implemenasi yang digagas oleh Edward III (Syafri dan Setyoko, 2008:34) yang menyatakan bahwa implementasi dapat terjadi melalui 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dianalisis implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepualauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat Edward III teori Implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu orang atau kelompok ke seseorang atau kelompok lainnya baik menggunakan mediator atau secara langsung. Dalam penulisan ini peneliti akan menjabarkan fenomena yang diamati langsung selama di lapangan serta melalui proses wawancara dari pimpinan dan juga pegawai di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam proses wawancara hampir semua hasil jawaban yang peneliti dapat dari sumber memiliki kesamaan.
a. Sosisialisasi tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan adanya petunjuk dalam pelaksanaannya sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan suatu hal yang baru hasil dari kemajuan teknoloi di bidang pemerintahan. Oleh karena itu masih perlu diadakan pengenalan dan pelatihan diri pihak pelaksana yaitu BKPSDM. pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian didasari oleh kesadaran Pemerintah kabupaten kepulauan Sitaro mengenai penggunaan kemajuan teknologi dalam merangkum data pegawai di Kabupaten kepulauan Sitaro. juga dalam pelaksanaanya telah disampaikan bagaimana cara pengisian data dalam SIMPEG melalui Video yang telah disebarkan via Whatsapp.


b. Konsisten
Konsistensi merupakan suatu perlakuan atau suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam  hal ini konsisten merupakan suatu cara menyampaikan pesan dengan cara berulang sehingga pesan dang disampaikan daru pimpinan dapat diterima dengan baik pada pegawai atau pelaksana. penyampaian pesan dilakukan secara konstan dimana informasi yang disampaikan telah terorganisir yaitu dari BKPSDM  Manusia itu sendiri kepada pimpinan masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
c. Kejelasan
[bookmark: _GoBack]Adapun dalam membahas informasi tidak terlepas dari pertanyaan apakah informasi yang diberikan jelas atau tidak. kejelasan yang dimaksud adalah sebagaimana jelas penyampaian pesan yang disampaikan dan apakah dapat diterima dengan baik oleh penerima informasi. penyampaian informasi mengenai cara pengisian data pegawai dalam sistem informasi manajemen kepegawaian sudah jelas dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami sehingga orang yang belum memahami komputer dapat memahami dengan baik.

3.2. Sumber Daya
[bookmark: _Toc100013201][bookmark: _Toc100014565]Adapun dalam proses implementasi variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan ataupun sumber daya lainnya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan kesepahaman terkait jawaban narasumber.
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan individu atau seseorang yang bekerja sebagai pelaksana suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan bertugas menjadi aset yang harus diasah dan dikembangkan kemampuannya.
Gambar 3.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Jumlah pegawai di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu 2.062, dapat dapat dibagi sesuai berdasarkan pendidikan terakhir. Diantaranya yaitu Lulusan SD 1 orang; Lulusan SLTP 2 orang; Lulusan SLTA sejumlah 405; Lulusan Diploma I sejumlah 18 orang; Lulusan Diploma II sejumlah 116 orang; Lulusan Diploma III sejumlah 370 orang; Lulusan Diploma IV sejumlah 34 orang; Lulusan Strata 1 sejumlah 1064 orang; Lulusan Strata 2 sejumlah 50 orang; dan Lulusan strata 3 sejumlah 2 orang.


b. Sarana Prasarana
Sarana merupakan peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan Prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Sistem informasi manajemen kepegawaian sangat bergantung sekali terhadap sarana dan prasarana yang ada, tanpa itu kegiatan pelaksanaan SIMPEG tidak dapat berjalan.
Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro ditunjang oleh Sarana Prasarana yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :
[bookmark: _Toc100015091]Tabel 3.1.
Aset Peralatan Kantor di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro
	No
	Nama Barang
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)

	1. 
	Scanner
	5
	-
	5

	2. 
	Air Condition Unit
	2
	4
	6

	3. 
	Lemari Kayu
	6
	-
	6

	4. 
	Lemari Besi
	1
	-
	1

	5. 
	Lemari Kaca
	4
	-
	4

	6. 
	Band Kas
	1
	1
	2

	7. 
	Lemari Es
	-
	1
	1

	8. 
	Finger Print Absen
	1
	1
	2

	9. 
	Meja Biro
	6
	4
	10

	10. 
	Meja Rapat
	-
	1
	1

	11. 
	Meja Komputer
	3
	2
	5

	12. 
	Kursi Biasa
	1
	11
	12

	13. 
	Kursi Besi
	12
	-
	12

	14. 
	Kursi Putar
	-
	3
	3

	15. 
	Kursi Tamu
	3
	-
	3

	16. 
	PC
	8
	4
	12

	17. 
	Note Book
	8
	3
	11

	18. 
	Printer
	10
	9
	19

	19. 
	Ups
	2
	2
	4

	20. 
	Kamera
	-
	4
	4


Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro

Dari tabel diatas diketahui bahwa bahwa sarana dan prasarana di penujang pelaksanaan Sistem informasi manajemen kepegawaian dalam penempatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro pegawai sudah terpenuhi. 



3.3. Sikap Pelaksana
Dalam suatu instansi atau organisasi pemerintahan selalu ada yang namanya pimpinan dan pegawai. Dimana pimpinan sebagai kepala dalam suatu organisasi selalu meakukan fungsi pengawasan, merancang dan menjalin kerja sama serta melaksanakan evaluasi. Sedangkan tugas pegawai yaitu yang menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan.didapatkan bahwa baik pimpinan dan pelaksana telah melakukan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian yang sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Akan tetapi kurangnya kesadaran dari pegawai yang membuat pelaksanaan pengumpulan data berjalan lebih lama dari target waktu yang diharapkan.

3.4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, urutan, atau pembagian kerja dan hierarki yang ditemukan di suatu lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Dalam implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan  Provinsi Sulawesi Utara Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten kepulauan Sitaro pengaturan dalam penetapan pegawai yang membidangi di bagian sistem informasi manajemen kepegawaian telah diaur dengan berbagai pertimbangan salah satunya menempatkan tenaga ahli yang mengerti mengenai masalah pemerograman. 

3.5. Penempatan Pegawai
Fungsi dari penempatan kerja kepada pegawai merupakan proses yang laksanakan yang bertujuan untuk memastikan pegawai di posisi  yang dibutuhkan sesuai  dengan formasi yang ditetapkan. Penempatan juga dapat diartikan sebagai penugasan atau penunjukan terhadap pegawai dalam sebuah posisi baru. Dalam pelaksanaannya melalui sistem informasi manajemen kepegawaian akan memudahkan penempatan pegawai. diketahui bahwa dalam pelaksanaannya sistem informasi manajemen kepegawaian sangat berguna dalam menunjang pekerjaan dalam pelaksanaan penempatan pegawai. Koordinasi dengan SKPD lain membuat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  dapat mengetahui jumlah lebih dan kurangnya pegawai serta kekosongan jabatan yang terjadi.

[bookmark: _Toc101370085]3.6. Faktor penghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Penempatan Pegawai Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro
a. Kurangnya pemahaman dan kemauan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab
Pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian dalam  ruang lingkup Kabupaten Kepuluan Sitaro didasarkan oleh kemauan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada sehingga tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun dalam realisasi yang terjadi di lapangan masih ada pegawai yang belum bisa memahami sepenuhnya dari maksud pelaksanaan SIMPEG itu sendiri. Beberapa oknum pegawai tersebut tidak mau mencari tau dan menyelesaikan pengisian data mengenai SIMPEG sehingga proses pengumpulan data menjadi lambat. Dari hasil wawancara didapatkan Sudah ada pelatihan dan pembagian video pengisian SIMPEG tetapi dibutuhkan kemauan dalam diri masing-masing pegawai sehingga pelaksanaannya dapat terangkung secara maksimal.


b. Kendala dalam masalah jaringan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
Sistem informasi manajemen kepegawaian sangat bergantung pada koneksi internet dimana dalam mengakses SIMPEG sendiri harus melalui server. Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia kabupaten kepulauan Sitaro ada memiliki jaringan internet tetapi jika yang mengakses server tersebut melebihi kapasitas maka server akan menjadi lambat dan bermasalah. Jaringan internet yang buruk juga terjadi di hampir setiap tempat pemukiman dan wilayah di kabupaten kepulauan sitaro sehingga dalam mengakses SIMPEG sendiri menjadi menjadi sulit.
c. Kondisi Geografis
Seperti yang diketahui dalam pembahasan letak geografis diatas, Kabupaten Kepulauan merupakan Kabupaten yang 95% wilayahnya adalah laut. Juga di kabupaten kepulauan sitaro memiliki gunung berapi aktif dan juga di tiap pulau yang berpenghuni merupakan daerah yang perbukitan.

[bookmark: _Toc101370086]3.7. Upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten kepulauan Sitaro dalam menghadapi masalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan pegawai.
a. Pimpinan Badan Kepegawaian selalu menjadi contoh yang baik pada pegawai
Dalam sebuah organisasi tidak luput dari dua unsur pembangun yaitu pimpinan dan pegawai yang menjalin kerja sama. Pimpinan sebagai pengawas serta bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan dan pegawai menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Kepribadian dan pembawaan seorang pemimpin dalam instansi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang bisa dijadikan contoh dan teladan kepada para pegawai, dikarenakan sebagai pemimpin yang dilihat adalah kewenangan, tanggung jawab yang lebih besar dan jabatan yang di emban. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan didapati bagaimana seorang pemimpin dalam memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Tidak secara langsung menyangkut simpeg tetapi dalam melaksanakan tugas kesehariannya dibutuhkan dorongan dari dalam organisasi.
b. Mengadakan Pelatihan
Salah satu kendala yang menghambat yaitu  kurangnya pemahaman pegawai tentang cara pengisian Sistem informasi manajemen kepegawaian. dari hasil wawancara adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro sedang dalam tahap mempersiapkan pelatihan kepada pegawai dan nantinya akan memfokuskan kepada SKPD pegawainya paling banyak belum mengisi simpeg.
c. Menjalin kerja sama
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai pembantu kepala daerah dalam  menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selalu menjalin hubungan yang baik dengan sesama SKPD melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Tidak hanya dalam lingkungan pemerintahan, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga dalam pendekatan kepada pihak swasta seperti operator layanan jaringan internet agar memperbaiki kualitas jaringan yang ada di daerah. Dapat disimpulkan bahwa dalam memperbaiki implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.


3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian
Pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam penempatan pegawai di Badan Kpegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana berfokus pada implementasi SIMPEG dalam penempatan pegawai. Sebagaimana diketahui dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang mana menggunakan teori implementasi oleh Edward III yang indikatornya terdiri dari komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari teori implementasi tersebut setelah dianalisis didapatkan bahwasanya implementasi SIMPEG dalam penempatan pegawai sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Sama dengan penelitian sebagai bandingan yang dilakukan oleh Aullia Reza Utami dan Nurhadianto, (2017) dengan membahas mengenai Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk MemaksimaIkan  Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SlMPEG) Dalam Penempatan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Propinsi KaIimantan Barat, Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan SIMPEG dalam lingkungan pemerintahan sudah sejalan dengan SOP yang berlaku akan tetapi terdapat berapa kendala antara lain kurangnya sumber tenaga ahli, kurangnya sarana prasarana dan belum semua data pegawai telah di perbaharui. Kemudian dilakukan pembanding juga dengan penelitian selanjutnya oleh Afif Syarifudin Yahya. (2017) dengan judul Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian (SlMPEG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan SIMPEG dalam lingkungan pemerintahan sudah sejalan dengan SOP yang berlaku akan tetapi terdapat berapa kendala antara lain kurangnya sumber tenaga ahli, kurangnya sarana prasarana dan belum semua data pegawai telah di Perbaharui. Dan juga Kondisi Geografis Seperti yang diketahui dalam pembahasan letak geografis diatas, Kabupaten Kepulauan merupakan Kabupaten yang 95% wilayahnya adalah laut. Juga di kabupaten kepulauan sitaro memiliki gunung berapi aktif dan juga di tiap pulau yang berpenghuni merupakan daerah yang perbukitan.
Dalam hal faktor penghambat pada penelitian yang dilakukan yaitu Kurangnya pemahaman dan kemauan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab dalam realisasi yang terjadi di lapangan masih ada pegawai yang belum bisa memahami sepenuhnya dari maksud pelaksanaan SIMPEG itu sendiri. Beberapa oknum pegawai tersebut tidak mau mencari tau dan menyelesaikan pengisian data mengenai SIMPEG sehingga proses pengumpulan data menjadi lambat. Kendala dalam masalah jaringan di Kabupaten Kepulauan Sitaro kiga menjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem informasi manajemen kepegawaianyang sangat bergantung pada koneksi internet dimana dalam mengakses SIMPEG sendiri harus melalui server. Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia kabupaten kepulauan Sitaro ada memiliki jaringan internet tetapi jika yang mengakses server tersebut melebihi kapasitas maka server akan menjadi lambat dan bermasalah. Jaringan internet yang buruk juga terjadi di hampir setiap tempat pemukiman dan wilayah di kabupaten kepulauan sitaro sehingga dalam mengakses SIMPEG sendiri menjadi menjadi sulit.
Dalam mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan yaitu  pimpinan Badan Kepegawaian selalu menjadi contoh yang baik pada pegawai diikuti dengan BKPSDM dalam tahap mempersiapkan pelatihan kepada pegawai dan nantinya akan memfokuskan kepada SKPD pegawainya paling banyak belum mengisi simpeg. Dan juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama SKPD melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Tidak hanya dalam lingkungan pemerintahan, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga dalam pendekatan kepada pihak swasta seperti operator layanan jaringan internet agar memperbaiki kualitas jaringan yang ada di daerah.

IV. KESIMPULAN
Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam penempatan pegawai di Badan  kepegawaian dan pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi SIMPEG dalam penempatan pegawai  kabupaten Kepulauan Sitaro, diantaranya Kurangnya pemahaman dan kemauan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab, Kendala masalah jaringan di Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi permasalahan selama pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian. Jaringan yang sering mati kadang membuat pengisian data kadang bisa error atau bisa terhapus. Dampak dari permasalahan jaringan juga membuat data menumpuk dan menjacikan server menjadi Crash sehingga lambat dalam merespon data dan Kondisi geografis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Terdapat beberapa upaya dalam implementasi SIMPEG dalam penempatan pegawai di BKPSDM kabupaten Kepulauan Sitaro, diantaranya Badan  kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadikan seorang pemimpin sebagai contoh dalam memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Tidak secara langsung menyangkut simpeg tetapi dalam melaksanakan tugas kesehariannya dibutuhkan dorongan dari dalam organisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro sedang dalam tahap mempersiapkan pelatihan kepada pegawai dan nantinya akan memfokuskan kepada SKPD pegawainya paling banyak belum mengisi simpeg. Juga dalam memperbaiki implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi.
Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.
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Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.
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